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ABSTRAK 

 

  Korupsi adalah penyakit yang menular dan berbahaya serta menjadi momok 

bagi keberlangsungan suatu negara. Korupsi kian berkembang dan berevolusi 

seiring perkembangan zaman, hal ini juga dikarenakan perundang-undangan yang 

lemah. Perbuatan Perdagangan Pengaruh adalah bentuk dari praktik korupsi yang 

berkembang dan berevolusi. Perdagangan pengaruh adalah perbuatan pihak-pihak 

yang memperjualbelikan pengaruhnya dalam suatu perbuatan korupsi. Perbuatan 

perdagangan pengaruh ini sering kali dimanfaatkan beberapa pihak tertentu yang 

memiliki jabatan atau pengaruh baik di dalam ataupun di luar pemerintahan untuk 

memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan publik yang menguntungkan 

segelintir pihak tertentu. hal tersebut berkaitan dengan relevansi korupsi dengan 

suatu kekuasaan, karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan 

kekukasaanya demi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya. 

  Mendasar pada hal tersebut, muncul dua substansi permasalahan, antara lain 

kebijakan formulasi pidana terhadap konsep perdagangan pengaruh, serta 

penerapan ketentuan pidana pada ketiga putusan pengadilan di Indonesia, yaitu 

dalam Putusan Pengadilan Negri Jakarta No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, 

Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014, dan Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. ketiga putusan tersebut 

mengerah kepada perdagangan pengaruh. Kedua permasalahan pokok ini pada 

dasarnya bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan formulasi 

Pidana Terhadap Konsep Perdagangan pengaruh dalam penegakan hukum tindak 

pidana korupsi serta untuk mengetahui bagaimana praktik pemidanaan terhadap 

kasus perdagangan pengaruh dalam tindak pidana korupsi. 

 

Kata Kunci: Perdagangan pengaruh, Pemidanaan, dan Korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Korupsi adalah penyakit yang menular dan berbahaya serta menjadi momok 

bagi keberlangsungan suatu negara, yang mana kejahatan korupsi tersebut 

merupakan suatu extra ordinary crime yang dapat merugikan semua pihak tanpa 

mengenal korbannya serta merusak moralitas suatu bangsa. 1  Aristoteles 

mengatakan bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak rasional, sama 

seperti para pendahulunya, Sokrates dan Plato yang menganggap rasio sebagai 

locus realitas, kebenaran dan kebaikan tertinggi, ia berpendapat bahwa korupsi 

merupakan tindakan emosional yang mengabaikan rasionalitas dan dapat merusak 

tatanan masyarakat yang rasional.2 

Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa karena memerlukan upaya yang 

ekstra dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan korupsi hadir dan terus berkembang 

lintas generasi dan berevolusi secara terus menerus. Menurut pendapat Romli 

Atmasasmita bahwa sulitnya pemberantasan korupsi ditengarai beberapa faktor 

salah satunya adalah lemahnya perundang-undangan. 3  Perkembangan tindak 

pidana korupsi telah menjadi konsekuensi dalam proses perkembangan zaman, hal 

ini sangat berdampak pada proses pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan 

korupsi yang semakin kompleks, yang mana para pelaku tindak pidana korupsi 

selalu memanfaatkan kekosongan hukum sebagai suatu celah melakukan perbuatan 

tindak pidana korupsi. Di Belanda terdapat suatu ungkapan, yaitu “Het recht hinkt 

achter de feiten aan” yang mana jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah 

memiliki arti bahwa hukum tertinggal dari peristiwanya,ungkapan tersebut telah 

memberikan gambaran yang sangat penting untuk pembaharuan hukum dalam 

mengakomodir perkembangan zaman. 

 

  
1
Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi , Edisi Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika). Hlm 8-9. 

  2B. Herry Priyono,(2008), Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi,(Jakarta: PT GramediaPustaka Utama), 

Hlm. 335 

  3Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Hlm. 3  
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Pada dewasa ini, marak terjadi praktik tindak pidana korupsi yang baru yaitu 

perdagangan pengaruh di negara Indonesia, atau dikenal juga sebagai trading in 

infulence. Trading in Influence adalah tindak pidana korupsi yang baru, hal ini 

terjadi dikarenakan perkembangan zaman. Selain itu, perdagangan pengaruh ini 

terjadi dikarenakan sistem perundang-undangan yang lemah. Hal ini kerap kali 

dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang memiliki jabatan atau pengaruh didalam 

maupun diluar pemerintahan untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik yang 

menguntungkan segelintir pihak tertentu, hal ini sejalan dengan pendapat adanya 

relevansi korupsi dengan suatu kekuasaan, dikarenakan pengusa dengan 

kekuasaannya dapat menyalahgunakan kekukasaanya demi mengambil keuntungan 

untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya.4  

Terdapat beberapa kasus perdagangan pengaruh di Indonesia, salah satunya 

Putusan PN No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. yang mana kasus tersebut 

menimpa Muchammad Romahurmuziy selaku ketua umum Partai Persatuan 

Pembangunan yang memperjualbelikan jabatan di lingkungan Kementerian 

Agama. Yang mana Romahurmuziy selaku ketua umum partai, memperdagangkan 

pengaruhnya meski dengan secara tidak langsung pada jabatannya. Kemudian, hal 

yang sama terjadi Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014, kasus 

tersebut menimpa Luthfi Hasan Ishaaq yang menduduki jabatan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat sekaligus Presiden Partai Kesejahteraan Rakyat, kasus tersebut 

korupsi dan kuota impor daging sapi, Luthfi melakukan perdagangan pengaruh 

terkait kewenangannya. Kemudian, yang sejalan dengan dua kasus tersebut adalah 

dalam Putusan PN No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, kasus tersebut adalah 

kasus kuota import gula yang menimpa Irman Gusman, pada waktu itu Irman 

Gusman menempati posisi jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Irman 

Gusman melakukan praktik jual beli terhadap pengaruhnya selaku pejabat ia 

mempunyai banyak koneksi untuk memberikan keuntungan pada seorang 

pengusaha gula dengan imbalan. Dalam tiga kasus ini, para pihak yang melakukan 

praktik Trading in Influence dijatuhkan dengan pasal suap. Berdasarkan fakta 

dalam ketiga kasus tersebut, apabila mereka yang memperdagangkan pengaruh 

 

  
4
Romli Atmasasmita (2004), Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan 

Internasional,(Mandar Maju : Bandung) hlm 1 

  



3 

 

tidak menerima uang dari mereka mereka yang menginginkan keuntungan, maka 

hukum pidana Indonesia akan mengalami kekosongan hukum. Hal ini dikarena 

perbuatan-perbuatan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, juga perbuatan perdagangan pengaruh ini juga dapat 

berlangsung dengan suap maupun tanpa suap. 

 Pertimbangan Hakim pada Putusan PN No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, 

dapat dilihat bahwa dalam putusan, hakim menimbang bahwa Muchammad 

Romahurmuziy telah melakukan atau ikut serta melakukan beberapa perbuatan. 

Walaupun pada masing-masing perbuatan adalah kejahatan atau pelanggaran, akan 

tetapi dengan kaitannya yang sedemikian rupa oleh karena itu harus dilihat sebagai 

perbuatan berlanjut, menerima uang dengan total nominal Rp325.000.000,00 (tiga 

ratus dua puluh lima juta rupiah) dari HARIS HASANUDIN, padahal diketahui 

bahwa sejumlah uang dengan nominal tersebut diberikan disebabkan karena sudah 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 

dengan kewajibannya. Muchammad Romahurmuziy diketahui atau patut diduga 

diberikan sejumlah uang tersebut karena telah melakukan intervensi secara 

langsung atau pun tidak langsung dalam proses pengangkatan jabatan HARIS 

HASANUDIN sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 Hakim 

memberikan pertimbangan bahwa Perbuatan Luthfi Hasan Ishaaq yang menjabat 

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) yang menjalankan 

hubungan transaksional dengan menggunakan kekuasaan elektoral dengan tujuan 

untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dari pengusaha daging sapi. Hubungan 

transaksional antara Luthfi Hasan Ishaaq yang menjabat sebagai Anggota Badan 

Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman adalah 

Korupsi politik, sebab Terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan 

politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (serious crime). Kemudian 

Luthfi Hasan Ishaaq telah menerima janji pemberian uang dengan nominal 

Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Luthfi Hasan Ishaaq telah 

menerima dari sebagian nominal tersebut melalui saksi Ahmad Fathanah yaitu 

dengan nominal Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), saksi Maria 

Elizabeth Liman sebagai pengusaha sapi tidak akan memberikan sejumlah uang 
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dengan nominal tersebut tanpa bantuan Luthfi Hasan Ishaaq  untuk membantunya. 

Dan yang terakhir pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst menimbang bahwa perbuatan 

Terdakwa Irman Gusman yang menjabat sebagai Ketua DPD RI telah 

mempengaruhi Direktur Utama (Dirut) PERUM BULOG dalam mengusahakan 

CV. Semesta Berjaya milik saksi Xaveriandy dan Memi agar mendapat alokasi 

pembelian gula impor dari Perum Bulog yang didistribusikan di Provinsi Sumatera 

Barat ialah perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Ketua DPD 

RI. Kemudian setelah melakukan Peninanjauan Kembali, terdapat pertimbangan 

hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Irman Gusman terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu 

Primair Pasal 12 huruf b UU Tipikor adalah putusan yang tidak dapat dibenarkan 

menurut hukum oleh karena ternyata Dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa 

perbuatan Terpidana telah menggunakan pengaruh kekuasaan atau kewenangannya 

untuk memperoleh sesuatu adalah merupakan suatu perbuatan yang belum diatur 

dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor, hal ini tidak dapat diterapkan dalam 

Pasal 12 huruf b karena telah bertentangan dengan asas hukum legalitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 KUHP. 

 

Di Indonesia sendiri sebenarnya telah mengatur tentang pedagangan pengaruh, 

hal ini diatur dalam  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi United 

Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC). Konsep perdagangan 

pengaruh ini  diatur dalam pasal 18 UNCAC, yang berbunyi: 

 

“Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan- 

tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan 

pidana, apabila dilakukan dengan sengaja: 

 

a.  Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain 

siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak 

semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan 

pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud 

memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya 
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untuk kepentingan penghasut yang Sebenarnya dari tindakan tersebut atau 

untuk Orang lain siapapun; 

 

b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa 

pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya 

untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang 

tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada 

dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang 

tidak semestinya.” 

 

  Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNCAC 2003 melalui 

Undang-Undang No 7 Tahun 2006, Akan tetapi hingga sekarang pemerintah belum 

juga merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia 

(selanjutnya akan disebut sebagai UUTIPIKOR) yang selaras dengan UNCAC. 

Yang mana hal ini menyebabkan masih terdapat kekosongan hukum. Kemudian,   

ratifikasi undang-undang tersebut tidak dibarengi dengan memasukan norma 

UNCAC sebagai hukum positif dalam UUTIPIKOR. Kemudian, terdapat  juga 

ketentuan-ketentuan yang sampai sekarang masih belum ada pengaturannya dalam 

UUTIPIKOR, antara lain, pemberian suap kepada pejabat publik asing, 

kriminalisasi dalam sektor swasta, penghalangan terhadap pengadilan (obstruction 

of justice), hingga hal yang sangat baru dan belum dikenal dalam UUTIPIKOR 

Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 18 Konvensi tentang “memperdagangkan 

pengaruh”. 

 

Formulasi Konsep Trading in influence atau yang dikenal sebagai 

Perdagangan Pengaruh kedalam hukum postif sejatinya adalah amanat undang- 

undang. Hal tersebut ialah konsekuensi logis diratifikasinya UNCAC ke dalam 

hukum nasional. Di undangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2006 yang 

memberikan tenggat waktu hingga 31 Desember 2007 mengenai penyesuaian 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan UNCAC. Sebagai suatu bentuk 

Self Executing Treaty, UNCAC dapat segera menjadi hukum positif di indonesia. 

Hal tersebut pada nyatanya tidak benar-benar mengatur perbuatan- perbuatan yang 

diatur dalam UNCAC menjadi hukum pidana positif di Indonesia, hal ini dapat 
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dilihat karena belum adanya sanksi pidana, dan hal ini hanya dinilai sebagai 

perbuatan yang dilarang, akan tetapi bukan perbuatan pidana. Meski  dalam Pasal 

18 UNCAC telah memperlihatkan sifat Mandatory offences yaitu tergantung 

daripada political will dari pemerintah dan parlemen dalam upaya Bersama untuk 

memberantas korupsi. sejatinya raison d’etre UNCAC adalah bentuk dorongan 

masyarakat internasional terhadap praktik korupsi yang menyebabkan krisis 

multidemensi. Melihat hal tersebut sudah sepatutnya Bangsa Indonesia sebagai 

pihak dalam konvensi tersebut memberikan perhatian khusus dan komitmen penuh 

terhadap UNCAC yang juga sesuai dengan tantangan dari Bangsa Indonesia pasca 

krisis ekonomi asia tahun 1997 upaya pemberantasan budaya Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme (KKN) yang merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi. 5 

Selaras dengan hal tersebut, menurut Prof. Eddy OS Hiariej, “dengan kondisi 

korupsi yang akut, sebaiknya Trading In Influence masuk kedalam Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi”.6 Agar menjadi sebuah refleksi sejalan dengan apa yang 

dikemukakan Aristoteles di awal. Moralitas politik inilah yang menjadi acuan 

pendir-pendiri bangsa memberi nama republik untuk Indonesia.  Selaras dengan asal 

kata res publica yang adalah hal yang publik. Oleh karena itu, pendiri-pendiri 

bangsa menekankan prinsip bahwa hidup dalam republik memiliki arti hidup dalam 

tujuan untuk mengedepankan kepentingan umum.7  

 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat terdapat Beberapa 

alasasan yang telah dikemukakan di atas, yang mana tindak pidana korupsi telah 

terjadi ancaman serius dalam upaya pemberantasan korupsi, pemberlakuan Pasal 

suap maupun gratifikasi dalam kasus bercorak Perdagangan Pengaruh dalam dapat 

menimbulkan pertanyaan pada penerapan hukum pidana dimana posisi Undang- 

Undang No.7 Tahun 2006 tidak memiliki sanksi pidana, serta bagaimana penerapan 

pidana Pasal suap yang bercorak perdagangan pengaruh terhadap pelaku yang 

 

  
5
Samuel F.X Chan,(2014), What’s the Law Got to Do with Corruption in Indonesia? A Case Studyfor 

System Theory,(Global Jurist) hlm 78 

  
6
Eddy O.S Hiariej (Seminar: Komitmen Indonesia Terhadap UNCAC), Webinar Komunitas 

Peradilan Semu, Fakultas Hukum Univeristas Airlangga 26 September 2020.  

  
7
Robertus Robet, (2020), Menemukan Demokrasi Kehilangan Republik, (Jakarta: Majalah 

TEMPO) 
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bukan Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri, hal tersebut menjadi 

perdebatan dalam wacana pemberantasan korupsi serta menimbulkan pertanyaan 

mendasar bagi Undang- Undang Pemberantasan Korupsi apakah perlu untuk segera 

direvisi. maka penulis menganggap bahwa masih banyak kekosongan hukum dalam 

Undang- Undang No 7 Tahun 2006, terutama dalam pemidanaan praktik 

perdagangan pengaruh. Mendasar dari permasalahan tersebut penulis tertarik 

membuat penelitian yang berjudul: “PRAKTIK PEMIDANAAN 

PERDAGANGAN PENGARUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS 

CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003”.  

 

1.2   RUMUSAN MASALAH 

 

  Berdasarkan latar belakang yang penulis telah uraikan, permasalahan yang 

akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar dapat dijatuhi pidana harus terdapat peraturannya terlebih dahulu, hal ini 

sejalan dengan Asas legalitas. Asas legalitas, yaitu pada Pasal 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang 

telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Bagaimana praktik pemidanaan tindak 

perdagangan pengaruh yang dalam faktanya sangat banyak terjadi praktik tersebut, 

mengingat sanksi perdagangan pengaruh ini belum diatur dalam hukum pidana 

positif Indonesia dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 serta tidak adanya delik 

perdagangan pengaruh pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?  

2. Bagaimana Kebijakan formulasi pidana terhadap konsep perdagangan 

pengaruh berdasarkan Pasal 18 UNCAC? 

 

1.3   TUJUAN PENELITIAN 

 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, terdapat 

tujuan dalam dalam penelitian ini  yaitu: 

1. Untuk mengetahui peranan dan kebijakan pemerintah dalam perdangan 

pengaruh serta untuk mengetahui praktik pemidanaan terhadap tindak 

perdaganganpengaruh di Indonesia 
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2. Untuk Menganalisis kebijakan formulasi terhadap konsep perdagangan 

pengaruh dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi 

 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian yang penulis buat dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan terutama dan berguna sebagai acuan serta referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan Hukum Tindak 

Pidana Korupsi 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

 

1.4.2.1 Bagi Penulis 

 

 Penulis dapat mengetahui penyempurnaan pelaksanaan Hukum Pidana 

secara umum dan secara khusus pada Hukum Tindak Pidana Korupsi  

 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat 

 

 Masyarakat dapat mengetahui bahwa praktik perdagangan pengaruh 

ialah merupakan tindak pidana korupsi dan melawan hukum. 

 

1.4.2.3 Bagi Pemerintah 

 

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian yang penulis buat 

sebagai bahan atau naskah akademis untuk membuat atau memperbaiki 

regulasi yang ada.  

1.5 METODE PENELITIAN 

 

 Dalam memecahkan serta menjawab atas permasalahan yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis 

normatif. Dengan kata lain, Metode yuridis normatif ini adalah meneliti hukum 

dalam arti sebagai law in books yang akan menginterpretasikan dengan preskriptif 

hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, serta 

hukum sebagai sistem hukum positif. Output dari Metode penelitian ini ialah untuk 
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merekomendasi bagaimana pentingnya pembangunan serta pembentukan hukum 

dengan secara luas, baik dengan mengartikan hukum sebagai sistem nilai yang 

diidealkan, mengartikan hukum sebagai sistem norma yang baik, hukum dalam 

sistem konseptual yang ilmiah, dan hukum dalam sistem hukum positif yang 

sistematik, sinkron baik vertikal maupun horizontal. 8  Sifat atau karakteristik 

penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah 

menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti, yang kemudian dalam 

menganalisnya harus berdasarkan fakta-fakta data sekunder yang didapatkan dari 

bahan hukum primer. 

 Metode penulisan yuridis normatif ialah penelitian yang dengan menggunakan 

cara berpikir deduktif, yang mana penelitian ini hanya dilakukan dengan 

kepustakaan tertulis dan telah ada sebelumnya. 9  Dalam penelitian ini Sumber-

sumber yang digunakan untuk penelitian ini dibagi menjadi:  

 

1. Bahan Hukum Primer: 

a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana  

b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 3. 

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations 

Convention Againts Corruption, 2003 

d) Putusan Pengadilan Negri Jakarta No.87/PID.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst 

e) Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 

f) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No.112/PID.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst 

 

2. Bahan Hukum Sekunder: 

 Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan ataupun 

petunjuk menganai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

a) Buku terkait Hukum Pidana 

b) Jurnal dan Artikel terkait Hukum Pidana 

 
  8Nurul Qamar,dkk., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (CV. Social Politic Genius, 2017), 

hlm. 7-8  
  9 Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia , 1990, hlm 12-13. 
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c) Makalah Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Perdagangan 

Pengaruh 

d) Hasil Penelitian.Para Sarjana 

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan pemahaman kepada sumber hukum primer 

dan sumber sekunder seperti: 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia,  

b) Ensiklopedia,  

c) Media elektronik dan lain-lain. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN  

 

Berikut adalah rencana sistematika penulisan penelitian ini: 

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II Tinjauan Umum Perdagangan Pengaruh, dalam Bab ini penulis akan 

menjelaskan mengenai pengertian perdagangan pengaruh dalam UNCAC,  

Bentuk-bentuk perdagangan pengaruh, Praktik perdagangan pengaruh di 

Indonesia,  dan Perbedaan Perdagangan pengaruh dengan tindak pidana 

korupsi suap, kolusi dan neputisme.  

 

BAB III  Kriminalisasi dan praktik Perdagangan Pengaruh dalam Putusan-

putusan Pengadilan di Indonesia, Pada Bab ini Penulis akan menjelaskan 

kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan di Indonesia 

yang mengarah pada praktik perdagangan pengaruh. 

 

BAB IV  Analisis Praktik Pemidanaan Pedagangan Pengaruh Berdasarkan 

Undang-Undang No.7 Tahun  2006 Tentang Pengesahan United Natlons 

Convention Against  Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Anti  Korupsi, 2003), Pada Bab ini Penulis akan menjelaskan dan 

menganalisis Pemidanaan Pedagangan Pengaruh berdasarkan Undang-
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Undang No.7 Tahun  2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention 

Against  Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti  

Korupsi, 2003) yang belum meratifikasi secara penuh UNCAC. 

 

BAB V Penutup, Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan memberikan 

saran dari penelitian ini.   
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